SALINAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di
Kementerian Ketenagakerjaan, perlu
menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja
Kementerian Ketenagakerjaan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor
B/226/M.KT.01/2018 tanggal 29 Maret 2018;



Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun
2015 Nomor 411);

S. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor

411),
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA  KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN.



Beberapa

Pasal |

ketentuan dalam Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 411) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan

terdiri atas:

a.
b.

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas;

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja;

d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

f.  Inspektorat Jenderal;

g. Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan;

h. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Manusia;

i.  Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;

j.  Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
dan

k. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

(2) Satuan organisasi Eselon 1 Kementerian

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a.

Sekretariat Jenderal.



1)

2)
3)

4)
S)
6)
7)

Biro Perencanaan dan Manajemen
Kinerja.

Biro Keuangan.

Biro Organisasi dan Sumber Daya
Manusia Aparatur.

Biro Hukum.

Biro Umum.

Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Hubungan Masyarakat.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas.

1)
2)

3)
4)

S)
6)

Sekretariat Direktorat Jenderal.
Direktorat Bina Standardisasi
Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.
Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga
Pelatihan.

Direktorat Bina Pemagangan.

Direktorat Bina Produktivitas.

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal.

2) Direktorat Pengembangan Pasar Kerja.

3) Direktorat Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri.

4) Direktorat Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.

5) Direktorat Pengembangan dan
Perluasan Kesempatan Kerja.

6) Direktorat Pengendalian Penggunaan

Tenaga Kerja Asing.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

i
2.
3.

Sekretariat Direktorat Jenderal.
Direktorat Persyaratan Kerja.

Direktorat Pengupahan.



(3)

Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama
Hubungan Industrial.

Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
2) Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3) Direktorat Pengawasan Norma Kerja
Perempuan dan Anak.
4) Direktorat Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5) Direktorat Bina Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan.
6) Direktorat Bina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
f. Inspektorat Jenderal
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
2) Inspektorat I.
3) Inspektorat II.
4) Inspektorat III.
5) Inspektorat IV.
g. Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.
1) Sekretariat Badan.
2) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.
3) Pusat Data dan Informasi
Ketenagakerjaan.
4) Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.
Satuan organisasi Pusat Kementerian

Ketenagakerjaan adalah Pusat Pendidikan dan

Pelatihan

Sumber Daya Manusia

Ketenagakerjaan.



(4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Aparatur;
d. Biro Hukum;
e. Biro Umum;
f.  Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan

g. Biro Hubungan Masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Biro  Perencanaan dan  Manajemen  Kinerja
mempunyal  tugas melaksanakan  koordinasi,
penyusunan, penyerasian dan pengintegrasian
perencanaan dan penganggaran, manajemen Kinerja,
monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan
pimpinan dan pembinaan pejabat fungsional

Perencana Kementerian.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Manajemen

Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan,
penyerasian dan pengintegrasian perencanaan
dan penganggaran serta kelengkapan dokumen
pendukung revisi anggaran Kementerian, dan
lintas sektor bidang ketenagakerjaan,;

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan
penyerasian  serta  pengintegrasian  bidang
evaluasi dan pelaporan Kementerian;

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan
penyerasian serta pengintegrasian dan reviu
laporan dan evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja Kementerian;

pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional
Perencana Kementerian; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri

atas:

a.
b.
s
d.

Bagian Perencanaan dan Penganggaran I;
Bagian Perencanaan dan Penganggaran II;
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

Bagian Manajemen Kinerja.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:



Pasal 12
Bagian Perencanaan dan Penganggaran I mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
penyerasian dan pengintegrasian serta penyusunan
perencanaan dan penganggaran jangka panjang,
menengah, dan pendek, Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), bahan nota keuangan dan rancangan
APBN/APBN-P, kelengkapan dokumen pendukung
revisi DIPA Kementerian dan bahan pimpinan di
bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan Kkerja, serta
perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan

pengawasan intern.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan dan

Penganggaran I menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan koordinasi, penyerasian dan
pengintegrasian serta penyusunan perencanaan
dan anggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA Kementerian di
bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
serta perencanaan dan pengembangan
ketenagakerjaan dan pengawasan intern; dan

b. penyiapan bahan penyusunan materi/bahan
pimpinan di bidang pelatihan dan produktivitas,
penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan Kkerja, serta perencanaan dan
pengembangan ketenagakerjaan dan pengawasan

intern.



Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
Bagian Perencanaan dan Penganggaran [ terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran I;
b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran II;
dan

c. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran III.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(I) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan
penganggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA Kementerian,
dan penyiapan bahan pimpinan di bidang
pelatihan dan produktivitas.

(2) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran II
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan
penganggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA kementerian,
dan penyiapan bahan pimpinan di bidang
penempatan tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja.
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(3) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran III
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan
penganggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja) dan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) bahan nota keuangan dan
rancangan APBN/APBN-P, kelengkapan dokumen
pendukung revisi DIPA Kementerian, dan
penyiapan bahan pimpinan di  bidang
perencanaan dan pengembangan

ketenagakerjaan dan pengawasan intern.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai

11.

berikut:

Pasal 16
Bagian Perencanaan dan Anggaran II mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
penyerasian dan pengintegrasian serta penyusunan
perencanaan dan penganggaran jangka panjang,
menengah, dan pendek (rencana kerja), Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA), bahan nota keuangan dan
rancangan APBN/APBN-P, kelengkapan dokumen
revisi DIPA Kementerian dan bahan pimpinan di
bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan
mzkeselamatan dan kesehatan kerja, kesekretariatan

dan lintas sektor.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan dan

Penganggaran Il menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan bahan koordinasi, penyerasian dan
pengintegrasian serta penyusunan perencanaan
dan penganggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA Kementerian di
bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan
keselamatan dan kesehatan kerja,
kesekretariatan, serta lintas sektor; dan

penyiapan bahan penyusunan materi/bahan
pimpinan di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga Kkerja, pengawasan
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan

kerja, kesekretariatan, serta lintas sektor.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai

13

berikut:

Pasal 18

Bagian Perencanaan dan Penganggaran II terdiri atas:

a.
b.

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran IV,
Subbagian Perencanaan dan Penganggaran V;
dan

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran VI.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 19
Subbagian Perencanaan dan Penganggaran IV
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan
penganggaran jangka panjang, menengah,

pendek (rencana Kkerja), Rencana Kerja dan
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Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA Kementerian,
dan penyiapan bahan pimpinan di bidang
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja.

(2) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran V
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan
penganggaran jangka panjang, menengah,
pendek (rencana kerja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), bahan nota keuangan, dan
rancangan APBN/APBN-P, serta kelengkapan
dokumen pendukung revisi DIPA kementerian,
dan penyiapan bahan pimpinan di bidang
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja.

(3) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran VI
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyerasian dan pengintegrasian
serta penyusunan perencanaan dan anggaran
jangka panjang, menengah, pendek (rencana
kerja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
bahan nota  keuangan dan  rancangan
APBN/APBN-P, kelengkapan dokumen
pendukung revisi DIPA Kementerian, dan
penyiapan  bahan  pimpinan di  bidang

kesekretariatan dan lintas sektor.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:



15.

16.
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Pasal 20
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan,
penyerasian, dan pengintegrasian pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan program dan penganggaran
Kementerian dan lintas sektor bidang
ketenagakerjaan serta bahan pimpinan dalam

evaluasi dan pelaporan.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan  koordinasi, penyusunan,
penyerasian, dan pengintegrasian pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan
program dan penganggaran Kementerian dan
lintas sektor bidang ketenagakerjaan,;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan,
penyerasian, dan pengintegrasian pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
program dan penganggaran Kementerian dan
lintas sektor; dan

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan

pimpinan dalam evaluasi dan pelaporan.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 22
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III.
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17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 1
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan, penyerasian dan
pengintegrasian pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan program dan penganggaran serta
bahan pimpinan tingkat Kementerian di bidang
pelatihan dan produktivitas serta penempatan
dan perluasan kesempatan kerja.

Subbagian  Evaluasi dan  Pelaporan I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan, penyerasian dan
pengintegrasian pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan program dan penganggaran serta
bahan pimpinan tingkat Kementerian di bidang
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja serta pengawasan ketenagakerjaan dan
keselamatan dan kesehatan kerja.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan, penyerasian dan
pengintegrasian pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan program dan penganggaran serta
bahan pimpinan tingkat Kementerian di bidang
perencanaan dan pengembangan
ketenagakerjaan, kesekretariatan, dan

pengawasan intern.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 24
Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, penyerasian dan
pengintegrasian indikator Kkinerja, perjanjian Kkinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data dan informasi
kinerja, serta pelaporan kinerja serta reviu laporan dan
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja
Kementerian dan bahan pimpinan dalam akuntabilitas

kinerja.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24, Bagian Manajemen Kinerja

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan
penyerasian indikator kinerja, perjanjian
kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
dan informasi kinerja, serta pelaporan kinerja
Kementerian dan Sekretariat Jenderal;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyerasian dan
pengintegrasian indikator Kkinerja, perjanjian
kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data
dan informasi kinerja, serta pelaporan kinerja
Kementerian dan lintas sektor;

c. penyiapan bahan koordinasi reviu laporan
kinerja dan evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan
bahan pimpinan dalam akuntabilitas kinerja;
dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.
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20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai

21.

berikut:

Pasal 26

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas:

a.
b.

o

Subbagian Manajemen Kinerja I;
Subbagian Manajemen Kinerja II; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 27

Subbagian Manajemen Kinerja I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan indikator kinerja, perjanjian Kkinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data dan
informasi kinerja, serta reviu pelaporan Kkinerja
dan evaluasi atas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja dan bahan pimpinan tingkat
Kementerian di bidang pelatihan dan
produktivitas, = penempatan dan  perluasan
kesempatan kerja, serta perencanaan dan
pengembangan ketenagakerjaan.

Subbagian Manajemen Kinerja II mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan indikator kinerja, perjanjian kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data dan
informasi kinerja, serta reviu pelaporan kinerja
dan  evaluasi atas implementasi  sistem
akuntabilitas kinerja dan bahan pimpinan tingkat
Kementerian di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan dan
keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan

intern, serta kesekretariatan.



22.

23.
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(3) Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pembinaan dan pengelolaan keuangan,
pengelolaan barang milik negara dan Laporan

Keuangan di tingkat Kementerian.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi, penetapan dan pembinaan pejabat
perbendaharaan;
b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan;
c. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan serta pelaporan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP);
d. koordinasi tata usaha keuangan dan penyelesaian

kerugian Negara;

e. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan
anggaran;
f.  koordinasi, pembinaan pengelolaan dan

penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN)

tingkat Kementerian;
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g. koordinasi, pembinaan dan penyusunan laporan
keuangan tingkat Sekretariat Jenderal dan
tingkat Kementerian; dan

h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 30
Biro Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha
Keuangan,;
b. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
c. Bagian Barang Milik Negara; dan

d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 31
Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penetapan dan pembinaan pejabat perbendaharaan,
pembinaan pengelola keuangan, penatausahaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyusunan
peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan, dan

penatausahaan kerugian Negara.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, Bagian Perbendaharaan dan Tata

Usaha Keuangan menyelenggarkan fungsi:
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penyiapan bahan koordinasi, penetapan dan
pembinaan pejabat pengelola keuangan dan
pembinaan perbendaharaan;

penyiapan bahan koordinasi, pemantauan,
evaluasi, pembinaan penatausahaan dan laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
penyiapan  bahan  koordinasi = penyusunan
peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan,
tata usaha keuangan dan barang milik negara;
penyiapan bahan koordinasi dan penatausahaan
kerugian Negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 34

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  koordinasi,
penetapan dan pembinaan pejabat
perbendaharaan, pembinaan pengelolaan
keuangan, koordinasi, penatausahaan dan
laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan peraturan dan pedoman
pengelolaan keuangan, tata usaha keuangan dan
barang milik negara, serta penatausahaan
kerugian Negara.

Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.
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Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan revisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian,
penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK)  Sekretariat Jenderal, Pengujian  Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM) unit Sekretariat Jenderal,
pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

anggaran.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35, Bagian Pelaksanaan Anggaran

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan
penyusunan revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Kementerian dan penyusunan
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta Revisi
POK Sekretariat Jenderal;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan
pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Unit Sekretariat Jenderal; dan

c. penyiapan bahan  koordinasi, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 37

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas :

a.
b.

C.

Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;
Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan

Subbagian Pelaksanaan Anggaran III.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 38

Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan, dan penyusunan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit Sekretariat
Jenderal, Direktorat  Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, penyusunan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Unit Sekretariat
Jenderal, penyiapan bahan pengujian Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM) unit Biro
Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Ketenagakerjaan, serta pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan dan penyusunan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
dan Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan, penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) unit
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Biro Perencanaan, Biro Umum dan Biro Kerja
Sama Luar Negeri, serta pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

(3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan dan penyusunan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit Inspektorat
Jenderal, Direktorat  Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) unit
Biro Keuangan, Biro Hukum dan Biro Hubungan
Masyarakat, serta pembinaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan anggaran.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 39
Bagian Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
pembinaan pengelolaan barang milik negara tingkat

Kementerian.

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, Bagian Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan
evaluasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Milik Negara (RKBMN) tingkat Kementerian,;
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b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan
administrasi pengelolaan barang milik negara
tingkat Kementerian;

c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan
evaluasi penatausahaan barang milik negara
tingkat Kementerian,;

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
Laporan Barang Milik Negara tingkat
Kementerian;

e. penyiapan bahan rekonsiliasi Laporan Barang
Milik Negara tingkat Kementerian;

f.  penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
barang milik negara tingkat Kementerian;

g. penyiapan bahan tanggapan atas temuan hasil
pemeriksaan pengelolaan barang milik negara
tingkat Kementerian; dan

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan

barang milik negara tingkat Kementerian.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41
Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara,;
b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42
(1) Subbagian Perencanaan, Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,

pembinaan, administrasi di bidang penyusunan,
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pengusulan, pelaporan rencana kebutuhan,
pengawasan dan pengendalian barang milik
negara, tanggapan hasil temuan serta monitoring
dan evaluasi perencanaan, pengawasan dan
pengendalian barang milik negara tingkat
Kementerian.

(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, administrasi di bidang
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, dan monitoring dan
evaluasi pengelolaan barang milik negara tingkat
Kementerian.

(3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, administrasi di bidang
penilaian, pelaksanaan pembukuan,
inventarisasi, pelaporan barang milik negara
Kementerian Ketenagakerjaan serta monitoring
dan evaluasi penatausahaan barang milik negara

tingkat Kementerian.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
serta  penyusunan laporan keuangan tingkat

Sekretariat Jenderal dan Kementerian.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43, Bagian Akuntansi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan
Sistem Akuntansi di tingkat Kementerian;
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
Laporan Keuangan tingkat Sekretariat Jenderal
dan tingkat Kementerian;

penyiapan bahan koordinasi dan analisis laporan
keuangan satuan kerja dan unit kerja Eselon I di
Kementerian;

penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
Sistem Akuntansi di Kementerian;

penyiapan bahan koordinasi dan tanggapan atas
hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan; dan
penyiapan bahan Laporan Realisasi Pendapatan,
Laporan Realisasi Belanja DIPA dan Laporan

Rekening Pemerintah di Kementerian.

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 46
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi,
penyusunan laporan keuangan, analisis laporan
keuangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi
penyelenggaraan Sistem Akuntansi, tanggapan
atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, tindak
lanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan
penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan

Negara Bukan Pajak, Laporan Realisasi Belanja
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta Laporan
Rekening Pemerintah meliputi Unit Sekretariat
Jenderal, Direktorat =~ Jenderal Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, serta melaksanakan penyusunan laporan
keuangan Unit Sekretariat Jenderal.

Subbagian  Akuntansi dan  Pelaporan I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyelenggaraan Sistem
Akuntansi, penyusunan laporan keuangan,
analisis laporan keuangan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi penyelenggaraan Sistem
Akuntansi, tanggapan atas hasil pemeriksaan
laporan keuangan, tindak lanjut hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan penyusunan Laporan
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak,
Laporan  Realisasi Belanja  Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran serta Laporan Rekening
Pemerintah meliputi Unit Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan
Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.

Subbagian  Akuntansi dan  Pelaporan Il
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyelenggaraan Sistem
Akuntansi, penyusunan laporan keuangan,
analisis laporan keuangan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi penyelenggaraan Sistem
Akuntansi, tanggapan atas hasil pemeriksaan
laporan keuangan, tindak lanjut hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan penyusunan Laporan
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak,

Laporan Realisasi Belanja  Daftar Isian
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Pelaksanaan Anggaran serta Laporan Rekening
Pemerintah meliputi Unit Inspektorat Jenderal
dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

39. Judul Bagian Kelima dari Bab III Sekretariat Jenderal

40.

41.

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
penataan organisasi, tata laksana dan reformasi
birokrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia

aparatur.

Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47, Biro Organisasi dan Sumber Daya
Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi;
b. penyiapan pembinaan dan penataan tata laksana
dan reformasi birokrasi;
c. pembinaan dan pengelolaan sumber daya
manusia aparatur; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Biro.
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Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 49
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
terdiri atas:
a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Ketatalaksanaan,;
c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur; dan
d. Bagian Mutasi dan Disiplin Sumber Daya Manusia

Aparatur.

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan penyempurnaan
organisasi, koordinasi urusan ketenagakerjaan, analisis

jabatan dan analisis beban kerja.

Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50, Bagian Organisasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan,
evaluasi dan penataan organisasi Kementerian,;

b. penyiapan bahan  koordinasi, penyusunan
rekomendasi teknis dan evaluasi organisasi
perangkat daerah yang menangani urusan
ketenagakerjaan; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

analisis jabatan dan analisis beban kerja.
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45. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai

46.

berikut:

Pasal 52

Bagian Organisasi terdiri atas:

a.
b.

c.

Subbagian Kelembagaan I;
Subbagian Kelembagaan II; dan
Subbagian Analisis Jabatan.

Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 53

(1) Subbagian Kelembagaan [ mempunyai tugas

(2)

melakukan penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
organisasi Kementerian di bidang pelatihan dan
produktivitas, @ penempatan dan  perluasan
kesempatan kerja, pengawasan intern, dan
perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan,
serta penyusunan rekomendasi teknis dan
evaluasi organisasi perangkat daerah yang
menangani urusan ketenagakerjaan wilayah Jawa,
Kalimantan, dan Sulawesi, Maluku dan Papua
Barat.

Subbagian Kelembagaan II mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan
organisasi Kementerian di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatanan
dan kesehatan kerja, dan kesekretariatan, serta
penyusunan rekomendasi teknis dan evaluasi
organisasi perangkat daerah yang menangani
urusan ketenagakerjaan wilayah Sumatera, Bali,

Nusa Tenggara, dan Papua.
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(3) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban

kerja di lingkungan Kementerian.

Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 54
Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan, pengembangan
dan pembinaan sistem dan prosedur, pelayanan publik,

dan reformasi birokrasi Kementerian.

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, Bagian Ketatalaksanaan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan, pengembangan
dan pembinaan sistem dan prosedur;
b. penyiapan bahan pembinaan pelayanan publik
dan reformasi birokrasi; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro.

Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 57
(I) Subbagian Sistem dan Prosedur mempunyai tugas
melakukan  penyiapan  bahan  pembinaan,
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi sistem dan

prosedur, serta budaya kerja.
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(2) Subbagian Pelayanan Publik dan Reformasi
Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan, penyusunan, pelaksanaan dan
evaluasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.

Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perencanaan, pengembangan data dan
sistem informasi sumber daya manusia aparatur,
seleksi calon atase ketenagakerjaan dan staf teknis
bidang  ketenagakerjaan, pengembangan  Kkarir,
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
aparatur, serta pengembangan dan administrasi

jabatan fungsional.

Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 59
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, Bagian Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan
data dan sistem informasi sumber daya manusia
aparatur, seleksi calon atase ketenagakerjaan dan

staf teknis bidang ketenagakerjaan;
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penyiapan bahan pengembangan karir, serta
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
aparatur; dan

penyiapan bahan pengembangan dan

administrasi jabatan fungsional tertentu.

52. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

S3.

Pasal 60

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur terdiri atas:

a.

Subbagian Perencanaan dan Informasi Sumber
Daya Manusia Aparatur;
Subbagian Pengembangan Karir Sumber Daya
Manusia Aparatur; dan

Subbagian Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 61
Subbagian Perencanaan dan Informasi Sumber

Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas

melakukan  penyiapan bahan  penyusunan
rencana kebutuhan, formasi, seleksi dan
rekruitmen sumber daya manusia aparatur,
seleksi calon atase ketenagakerjaan dan staf
teknis bidang ketenagakerjaan, dan pengelolaan,
pengembangan data dan sistem informasi sumber

daya manusia aparatur.
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(2) Subbagian Pengembangan Karir Sumber Daya
Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan asesmen sumber daya manusia
aparatur, analisis kebutuhan dan seleksi
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
aparatur, izin dan tugas belajar, ujian dinas dan
ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

(3) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan  administrasi
jabatan fungsional, evaluasi dan penelaahan
jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan, dan

pengembangan jabatan fungsional.

Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 62
Bagian Mutasi dan Disiplin Sumber Daya Manusia
Aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi mutasi, disiplin, dan penilaian Kkinerja

sumber daya manusia aparatur.

Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 63
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62, Bagian Mutasi dan Disiplin Sumber
Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengangkatan, kepangkatan,
pemindahan, pembebasan jabatan, pemberhentian
dan pensiun sumber daya manusia aparatur,

serta pelayanan administrasi gaji; dan
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b. penyiapan bahan pelaksanaan disiplin, penilaian
kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia

aparatur,

56. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai

S7.

berikut:

Pasal 64
Bagian Mutasi dan Disiplin Sumber Daya Manusia
Aparatur terdiri atas:
a. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia
Aparatur I;
b. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia
Aparatur II; dan
c. Subbagian Disiplin dan Penilaian Kinerja Sumber

Daya Manusia Aparatur.

Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65
(1) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia
Aparatur 1 mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengangkatan calon pegawai
negeri  sipil dan  pegawai negeri sipil,
pengangkatan, pemindahan, pembebasan,
pemberhentian dalam dan dari jabatan,
kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, serta
pelayanan administrasi gaji di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Perencanaan dan Pengembangan

Ketenagakerjaan.



(2)

(3)
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Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia
Aparatur II mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengangkatan calon pegawai
negeri  sipil dan  pegawai negeri sipil,
pengangkatan, pemindahan, pembebasan,
pemberhentian dalam dan dari jabatan,
kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, serta
pelayanan administrasi gaji di lingkungan
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Subbagian Disiplin dan Penilaian Kinerja Sumber
Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  pelaksanaan
disiplin, penilaian kinerja, tunjangan, cuti, dan
kesejahteraan, serta peraturan sumber daya

manusia aparatur.

58. Ketentuan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 72

Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  penelaahan
peraturan perundang-undangan.

Subbagian Evaluasi Konvensi Internasional
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penelaahan evaluasi konvensi internasional.
Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.



99.

60.

61.
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Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 85
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga, sarana dan prasarana, pengelolaan
persuratan dan kearsipan Kementerian, layanan
pengadaan barang/jasa pemerintah, serta

ketatausahaan pimpinan.

Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan
prasarana Kementerian;

b. pengelolaan urusan tata naskah dinas,
persuratan dan kearsipan Kementerian;

c. pelaksanaan urusan layanan = pengadaan
barang/jasa di Kementerian;

d. pengelolaan barang milik negara Sekretariat
Jenderal; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan

rumah tangga Biro.

Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga, Persuratan, dan
Kearsipan Kementerian;
b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian.



62.

63.

64.

- 9.

Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 88
Bagian Rumah Tangga, Persuratan, dan Kearsipan
Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana
Kementerian, pengelolaan urusan tata naskah dinas,

persuratan dan kearsipan Kementerian.

Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88, Bagian Rumah Tangga, Persuratan

dan Kearsipan Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan rumah tangga, sarana dan
prasarana Kementerian;

b. pengelolaan kebersihan, pengamanan, dan
keamanan Kementerian,;

c. penyediaan fasilitas kesehatan sumber daya
manusia aparatur Kementerian;

d. pengelolaan wurusan tata naskah dinas,
persuratan dan kearsipan Kementerian; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga biro.

Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 90
Bagian Rumah Tangga, Persuratan dan Kearsipan
Kementerian terdiri atas:

a. Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan;



b.

C.
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Subbagian Persuratan dan Kearsipan
Kementerian; dan

Subbagian Tata Usaha Biro.

65. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai

66.

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 91

Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan
mempunyai tugas melakukan penyiapan
penyediaan, perbaikan, pemeliharaan sarana dan
prasarana Kementerian, fasilitas kesehatan
sumber daya manusia aparatur Kementerian,
kebersihan,  pengamanan, dan keamanan
Kementerian, serta sarana pelaksanaan urusan
rumah tangga lainnya.

Subbagian Persuratan dan Kearsipan
Kementerian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan fasilitasi, pengelolaan,
bimbingan teknis tata naskah dinas, persuratan
dan kearsipan Kementerian.

Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.

Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 92

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas

melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa di

Kementerian dan pengelolaan barang milik negara
(BMN) Sekretariat Jenderal.
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67. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai

68.

berikut:

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92, Bagian Pengadaan Barang/Jasa

menyelenggarakan fungsi:

a.

standardisasi sarana dan prasarana di
Kementerian;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan
pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian;

koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengadaan
barang/jasa di Kementerian;

fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan pengadaan
barang/jasa di Kementerian;

penyiapan pembinaan sumber daya manusia
pengadaan barang/jasa;

monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
penyiapan bahan Rencana Kebutuhan BMN (RK-
BMN) Sekretariat Jenderal; dan

penyiapan bahan pengelolaan BMN Sekretariat

Jenderal.

Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 94

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa;
Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan

Subbagian Perlengkapan.
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69. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 95

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan standardisasi sarana dan
prasarana Kementerian, perencanaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dan pembinaan sumber daya
manusia pengadaan barang/jasa.

(2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai tugas melakukan pengadaan barang,
pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa
konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya
Kementerian.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN)
tingkat Sekretariat Jenderal, koordinasi dan
administrasi penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN

tingkat Sekretariat Jenderal.

70. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 96
Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian mempunyai
tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri,
Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf

Khusus Menteri.



71.

72,
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Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 97
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96, Bagian Tata Usaha Pimpinan
Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
b. pelaksanaan wurusan tata usaha Sekretaris
Jenderal, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus
Menteri; dan

c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98
Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf
Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri; dan
c. Subbagian Protokol.

Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Menteri.

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf
Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris
Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus

Menteri.



(3)
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Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan
keprotokolan untuk Menteri, para Pejabat Eselon

I, dan Staf Khusus Menteri.

74. Ketentuan ayat (3) Pasal 106 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 106

Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan
fasilitasi hubungan luar negeri dan pelaksanaan
kerja sama bilateral.

Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, fasilitasi, administrasi kerja sama luar
negeri

Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.

75. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 125
Subbagian Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah
dan Non Pemerintah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi
pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan
lembaga tinggi negara, pemerintah dan non

pemerintah.



(2)
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Subbagian Tata usaha Biro mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah

tangga Biro.

76. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi

77.

sebagai berikut:

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 134, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
serta evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal;

penyiapan  koordinasi  teknis  penyusunan
peraturan perundang-undangan, dan pelayanan
teknis kerja sama luar negeri;

pelaksanaan urusan sumber daya manusia
aparatur, organisasi, dan tata laksana; dan
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga,
arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan barang

milik negara Sekretariat dan Direktorat Jenderal.

Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 136

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.
b.

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Bagian Keuangan;
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c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
d. Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Umum.

78. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi

79,

sebagai berikut:

Pasal 141
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan anggaran dan administrasi keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas.

Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 142, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan  pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM), serta revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata
usaha keuangan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas; dan

c. pelaksanaan urusan akuntansi, penyusunan
laporan keuangan Sekretariat dan Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.



B

80. Ketentuan ayat (3) Pasal 144 diubah, sehingga

81.

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  pelaksanaan
urusan perbendaharaan dan tata usaha
keuangan  Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan urusan
akuntansi, penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas.

Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 149
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan
administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, tata usaha, rumah
tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
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82. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi

83.

sebagai berikut:

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 149, Bagian Sumber Daya Manusia dan

Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan
dan peningkatan kompetensi, mutasi sumber
daya manusia aparatur, serta administrasi
jabatan fungsional Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;

b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas;

c. penyiapan bahan pelaksanaan wurusan tata
usaha, kearsipan, dokumentasi dan rumah
tangga Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas, serta pengelolaan barang milik
negara Sekretariat; dan

d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik
negara Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas.

Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 151
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
terdiri atas:
a. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi;
b. Subbagian Umum; dan

c. Subbagian Perlengkapan.



84.

85.

86.
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Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 152

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi mempunyai  tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan,
peningkatan kompetensi, dan mutasi sumber
daya manusia aparatur, serta administrasi
jabatan fungsional, dan penyusunan organisasi
dan tata laksana di lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan, dokumentasi dan rumah
tangga Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas, serta pengelolaan barang milik
negara Sekretariat Direktorat Jenderal.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan barang
milik negara Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas.

Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 172
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 192 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



87.

88.

89.
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Pasal 192
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 212
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 232
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 252 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 252
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.
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90. Ketentuan Pasal 258 diubah, sehingga berbunyi

91.

sebagai berikut:

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 257, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
serta evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal;

penyiapan  koordinasi  teknis  penyusunan
peraturan perundang-undangan, dan pelayanan
teknis kerja sama luar negeri;

pelaksanaan urusan sumber daya manusia
aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
pelaksanaan urusan tata usaha, rumah
tangga, arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat

Jenderal.

Ketentuan Pasal 259 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 259

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

Bagian Keuangan;

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Umum.



92.

93.
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Ketentuan Pasal 264 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 264
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan anggaran dan administrasi keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Ketentuan Pasal 265 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 264, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM), serta revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata
usaha keuangan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja; dan

c. pelaksanaan urusan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja.
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94. Ketentuan ayat (3) Pasal 267 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan  pelaksanaan
urusan perbendaharaan dan tata usaha
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan urusan
akuntansi, penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja.

95. Ketentuan Pasal 272 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 272
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan
administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, tata usaha, rumah
tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja.
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Ketentuan Pasal 273 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 272, Bagian Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan
dan peningkatan kompetensi, mutasi sumber
daya manusia aparatur, serta administrasi
Jabatan fungsional Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja;

b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja;

c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja.

Ketentuan Pasal 274 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 274
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
terdiri atas:
a. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi; dan

b. Subbagian Umum.
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98. Ketentuan Pasal 275 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 275

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengembangan, peningkatan
kompetensi, dan mutasi sumber daya manusia
aparatur, administrasi jabatan fungsional, serta
penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan wurusan tata
usaha, kearsipan dan dokumentasi, rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

dan Perluasan Kesempatan Kerja.

99. Ketentuan Pasal 295 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 295

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya

manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

100. Ketentuan Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 315
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 335 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 335
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 355 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 355
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 375 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 375
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.
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Ketentuan Pasal 379 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 379
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Persyaratan Kerja;
c. Direktorat Pengupahan;
d. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama
Hubungan Industrial; dan
f. Direktorat = Pencegahan  dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

Ketentuan Pasal 381 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 380, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
serta evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal,

c. penyiapan koordinasi  teknis  penyusunan
peraturan perundang-undangan dan pelayanan
teknis kerja sama luar negeri,

d. pelaksanaan urusan sumber daya manusia

aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
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e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah
tangga, arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat

Jenderal.

Ketentuan Pasal 382 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 382
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Bagian Keuangan,
c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Umum.

Ketentuan Pasal 387 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 387
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan anggaran dan administrasi keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ketentuan Pasal 388 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 388
a. pelaksanaan pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM), serta revisi Daftar

[sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk



= 57 =

Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja;

pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata
usaha keuangan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja; dan

pelaksanaan urusan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

109. Ketentuan ayat (3) Pasal 390 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 390

Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM),
serta revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan tata wusaha keuangan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan wurusan
akuntansi, penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.
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110. Ketentuan Pasal 395 diubah, sehingga berbunyi

111.

sebagai berikut:

Pasal 395
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan
administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, tata usaha, rumah
tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ketentuan Pasal 396 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 395, Bagian Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan,
peningkatan kompetensi, dan mutasi sumber
daya manusia aparatur, serta administrasi
jabatan fungsional Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja;

b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
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penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah
tangga dan pengelolaan barang milik negara dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

112. Ketentuan Pasal 397 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 397

Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum

terdiri atas:

a.

b.

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi; dan

Subbagian Umum.

113. Ketentuan Pasal 398 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 398
Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengembangan dan

peningkatan kompetensi, mutasi sumber daya
manusia aparatur, administrasi  jabatan
fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan
organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja.
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(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan dan dokumentasi, rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

Ketentuan Pasal 418 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 418
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 430 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 430
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 442 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 442
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.
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Ketentuan Pasal 458 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 458
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Judul Bagian Kedelapan dari Bab VI Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Direktorat Pencegahan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Ketentuan Pasal 459 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 459
Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan
perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ketentuan Pasal 460 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 459, Direktorat Pencegahan dan

Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pencegahan perselisihan hubungan industrial,
penyelesaian perselisthan hubungan industrial,
dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan perselisihan hubungan industrial,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

c. penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan
perselisihan hubungan industrial, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, dan tenaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pencegahan perselisihan
hubungan industrial, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, dan tenaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;

e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
pencegahan perselisihan hubungan industrial,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Direktorat.
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Ketentuan Pasal 461 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 461

Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial terdiri atas:

a. Subdirektorat Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial;

b. Subdirektorat Penyelenggara Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;

c. Subdirektorat Tenaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Ketentuan Pasal 474 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 474
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 480 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 480
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 479, Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,

serta evaluasi dan pelaporan;
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b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal;

c. penyiapan  koordinasi teknis  penyusunan
peraturan perundang-undangan dan pelayanan
teknis kerja sama luar negeri;

d. pelaksanaan urusan sumber daya manusia
aparatur, organisasi, dan tata laksana; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah
tangga, arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat

Jenderal.

Ketentuan Pasal 481 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 481
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Bagian Keuangan,;
c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
d. Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Umum.

Ketentuan Pasal 486 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 486
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan anggaran dan administrasi keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.
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126. Ketentuan Pasal 487 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 486, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a.

pelaksanaan  pengujian  Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM), serta revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata
usaha keuangan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja; dan

pelaksanaan wurusan akuntansi, penyusunan
laporan keuangan Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.

127.Ketentuan ayat (3) Pasal 489 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 489
Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.
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(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan tata wusaha keuangan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan urusan
akuntansi, penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja.

128. Ketentuan Pasal 494 diubah, sehingga berbunyi

129.

sebagai berikut:

Pasal 494
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan
administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, tata usaha, rumah
tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Ketentuan Pasal 495 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 495
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 494, Bagian Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Umum menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan,
peningkatan kompetensi, dan mutasi sumber
daya manusia aparatur serta administrasi jabatan
fungsional Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;

penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;

penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja; dan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja.

Ketentuan Pasal 496 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 496

Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum

terdiri atas:

a.

b.

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi; dan

Subbagian Umum.
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Ketentuan Pasal 497 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 497

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan,
peningkatan kompetensi, dan mutasi sumber
daya manusia, serta administrasi jabatan
fungsional, dan penyusunan organisasi dan tata
laksana Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, kearsipan dan dokumentasi, rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja.

Ketentuan Pasal 517 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 517
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 537 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



134.

135.

136

<60 -

Pasal 537
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 561 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 561
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Ketentuan Pasal 581 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 581
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyilapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

.Ketentuan Pasal 597 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 597
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Direktorat.
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Ketentuan Pasal 603 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 602, Sekretariat Inspektorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,
serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
pengawasan;

b. pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan hasil
pengawasan;

c. pelaksanaan urusan pengawasan masyarakat dan
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan

d. pelaksanaan urusan sumber daya manusia
aparatur, organisasi dan tata laksana, keuangan,
tata usaha, rumah tangga, arsip dan
dokumentasi, serta pengelolaan barang milik

negara Sekretariat dan Inspektorat Jenderal.

Ketentuan Pasal 612 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 612
Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
analisis hasil pemeriksaan yang meliputi
pengumpulan, penelaahan, analisis dan evaluasi
laporan hasil pengawasan program pada unit
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan

dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
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Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
analisis hasil pemeriksaan yang meliputi
pengumpulan, penelaahan, analisis, dan evaluasi
laporan hasil pengawasan di Sekretariat Jenderal,
serta program pada unit Direktorat Jenderal
Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Inspektorat

Jenderal.

Ketentuan Pasal 617 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 617
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta
pengelolaan barang milik negara Sekretariat dan

Inspektorat Jenderal.

Ketentuan Pasal 618 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 618
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 617, Bagian Umum menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan urusan sumber daya manusia
aparatur Inspektorat Jenderal,;
b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata

laksana Inspektorat Jenderal,
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pelaksanaan administrasi keuangan, pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan
Surat Perintah Pembayaran (SPM), serta
penyiapan bahan laporan sistem akuntansi
keuangan dan sistem informasi manajemen dan
akuntansi barang milik negara Inspektorat
Jenderal; dan

pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan
dokumentasi, rumah tangga, dan pengelolaan
barang milik Negara Sekretariat dan Inspektorat

Jenderal.

141. Ketentuan huruf Pasal 619 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 619

Bagian Umum terdiri atas:

a.

b.

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Keuangan; dan

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

142. Ketentuan Pasal 620 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 620
Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber
daya manusia aparatur, penyiapan bahan
penyusunan organisasi dan tata laksana,
penyiapan bahan pelaksanaan administrasi
keuangan, pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM), penyusunan laporan keuangan

Sekretariat dan Inspektorat Jenderal.
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(2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan
dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan
barang milik negara Sekretariat dan Inspektorat

Jenderal.

143. Ketentuan Pasal 621 diubah, sehingga berbunyi

144,

sebagai berikut:

Pasal 621
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
Barang Milik Negara (BMN) dan sumber daya manusia
aparatur melalui audit, reviu, evaluasi, dan
pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya atas
pelaksanaan program yang diselenggarakan pada unit
organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta

Inspektorat Jenderal.

Ketentuan Pasal 622 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 622
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 621, Inspektorat I menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana, program, Kkegiatan dan
anggaran Inspektorat I;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis

pengawasan intern lingkup Inspektorat I;
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pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja,
keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan
sumber daya manusia aparatur melalui audit,
reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan
pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri/ Inspektur Jenderal atas
program  yang  diselenggarakan  Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan  Perluasan Kesempatan Kerja serta
Inspektorat Jenderal;

penyusunan laporan hasil pengawasan intern
terhadap kinerja, keuangan, Barang Milik Negara
(BMN) dan sumber daya manusia aparatur serta
pengawasan lainnya; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

145. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 624

dihapus, sehingga Pasal 624 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 624
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah
tangga Inspektorat I.
dihapus.

146. Ketentuan Pasal 625 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 625
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia
aparatur melalui audit, reviu, evaluasi dan
pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya atas
pelaksanaan program yang diselenggarakan pada unit
organisasi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Ketentuan Pasal 626 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 625, Inspektorat II menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran Inspektorat II;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis
pengawasan intern lingkup Inspektorat II;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja,
keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan
sumber daya manusia aparatur melalui audit,
reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan
pengawasan lainnya;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri/Inspektur Jenderal atas
program yang  diselenggarakan  Sekretariat
Jenderal, Direktorat  Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja,
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e. penyusunan laporan hasil pengawasan intern
terhadap kinerja, keuangan, Barang Milik Negara
(BMN) dan sumber daya manusia aparatur serta
pengawasan lainnya; dan

f.  pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

148. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 628
dihapus, sehingga Pasal 628 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 628
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah
tangga Inspektorat II.
(2) dihapus

149. Ketentuan Pasal 629 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 629
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan,
Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia
aparatur melalui audit, reviu, evaluasi dan
pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya atas
pelaksanaan program yang diselenggarakan pada unit
organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.
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150. Ketentuan Pasal 630 diubah, sehingga berbunyi

151.

sebagai berikut:

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 629, Inspektorat III menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana, program, Kkegiatan dan
anggaran Inspektorat III;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis
pengawasan intern lingkup Inspektorat III;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja,
keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan
sumber daya manusia aparatur melalui audit,
reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan
pengawasan lainnya,

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri/Inspektur Jenderal atas
program yang diselenggarakan Badan
Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan intern
terhadap kinerja, keuangan, Barang Milik Negara
(BMN), sumber daya manusia aparatur serta
pengawasan lainnya; dan

f.  pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) pasal 632
dihapus, sehingga Pasal 632 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 632
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,

sumber daya manusia aparatur, keuangan,
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pengelolaan barang milik negara, dan rumah
tangga Inspektorat III.
(2) dihapus

Ketentuan Pasal 633 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 633
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengawasan intern terhadap Kkinerja, keuangan,
Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia
aparatur melalui audit, reviu, evaluasi dan
pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya atas
pelaksanaan program yang diselenggarakan pada unit
organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas.

Ketentuan Pasal 634 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 633, Inspektorat IV menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran Inspektorat IV;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis
pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja,
keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan
sumber daya manusia aparatur melalui audit,
reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan

pengawasan lainnya;
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pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri/Inspektur Jenderal atas
program yang  diselenggarakan  Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
penyusunan laporan hasil pengawasan intern
terhadap kinerja, keuangan, Barang Milik Negara
(BMN) dan sumber daya manusia aparatur serta
pengawasan lainnya; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

154. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 636
dihapus, sehingga Pasal 636 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 636
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha,
sumber daya manusia aparatur, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, dan rumah
tangga Inspektorat IV.
Dihapus

155. Ketentuan Pasal 644 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 643, Sekretariat Badan

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan rencana, program
dan anggaran, serta evaluasi, dan pelaporan,;

pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan;

dan
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c. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya
manusia aparatur, organisasi dan tata laksana,
koordinasi  teknis  penyusunan = peraturan
perundang-undangan, kerja sama dalam negeri
dan luar negeri, tata usaha, pengelolaan barang
milik negara dan rumah tangga Badan
Perencanaan dan Pengembangan

Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 645 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 645
Sekretariat Badan terdiri atas:
a. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Bagian Keuangan; dan
c. Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Umum.

Ketentuan Pasal 650 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 650
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan anggaran dan administrasi keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan Badan

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 651 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 650, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a.

penyiapan bahan pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM), serta revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) Badan Perencanaan
dan Pengembangan Ketenagakerjaan,;

penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan
tata usaha keuangan Badan Perencanaan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan; dan

penyiapan bahan urusan akuntansi dan laporan
keuangan Sekretariat dan Badan Perencanaan

dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

159. Ketentuan ayat (3) Pasal 653 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 653

Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan
Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan tata usaha keuangan Badan
Perencanaan dan Pengembangan

Ketenagakerjaan.
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(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan urusan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
Sekretariat dan Badan Perencanaan dan

Pengembangan Ketenagakerjaan.

160. Ketentuan Pasal 654 diubah, sehingga berbunyi

161

sebagai berikut:

Pasal 654
Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, koordinasi teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja
sama dalam negeri dan luar negeri, tata usaha, rumah
tangga, serta pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Badan Perencanaan dan

Pengembangan Ketenagakerjaan.

.Ketentuan Pasal 655 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 654, Bagian Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan administrasi, pengembangan
dan peningkatan kompetensi, mutasi sumber
daya manusia aparatur, organisasi dan tata
laksana Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan;

b. penyiapan bahan koordinasi teknis penyusunan
peraturan perundang-undangan serta kerja sama

dalam negeri dan luar negeri; dan
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penyiapan bahan urusan tata usaha, rumah
tangga, pengelolaan barang milik negara
Sekretariat dan Badan Perencanaan dan

Pengembangan Ketenagakerjaan.

162. Ketentuan Pasal 656 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 656

Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum

terdiri atas:

a.

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi,
Subbagian Hukum dan Kerja Sama; dan

Subbagian Umum.

163. Ketentuan Pasal 657 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 657

Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan administrasi, pengembangan
dan peningkatan kompetensi, mutasi sumber
daya manusia aparatur, organisasi dan tata
laksana Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan.

Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan peraturan perundang-undangan

serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
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(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata
usaha, rumah tangga serta pengelolaan barang
milik negara Sekretariat dan Badan Perencanaan

dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 658 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 658
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
menyusun kebijakan teknis, rencana dan program,
pelaksanaan, pemantauan perencanaan
ketenagakerjaan makro dan mikro, serta pengukuran

dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 659 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 658, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, perencanaan Kketenagakerjaan makro
dan mikro serta pengukuran dan evaluasi
pembangunan ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan teknis perencanaan ketenagakerjaan
makro dan mikro serta pengukuran dan evaluasi
pembangunan ketenagakerjaan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan makro
dan mikro serta pengukuran dan evaluasi

pembangunan ketenagakerjaan; dan
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d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 665 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 665
Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program,
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perencanaan Ketenagakerjaan
Makro.

Ketentuan Pasal 666 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 665, Bidang Ketenagakerjaan Makro

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, perencanaan
ketenagakerjaan makro;

b. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan
ketenagakerjaan makro; dan

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan

ketenagakerjaan makro.

Ketentuan Pasal 669 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 669
Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program,
teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perencanaan ketenagakerjaan

mikro.

Ketentuan Pasal 670 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 669, Bidang Perencanaan

Ketenagakerjaan Mikro menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana
dan program, teknis perencanaan
ketenagakerjaan mikro;

b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis
perencanaan ketenagakerjaan mikro; dan

c. penylapan bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan

Ketenagakerjaan mikro.

Ketentuan Pasal 672 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 672
(1) Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan
Perusahaan Negara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana
dan program, teknis, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan

ketenagakerjaan perusahaan negara.
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(2) Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan
Perusahaan Swasta mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana
dan program, teknis, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan

ketenagakerjaan perusahaan swasta.

Ketentuan Pasal 673 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 673
Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan
penylapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan Barang

Milik Negara, dan rumah tangga Pusat.

Ketentuan Pasal 674 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 674
Pusat Data Informasi Ketenagakerjaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan
informasi, pengembangan sistem informatika serta

penyajian informasi di bidang Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 689 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 689
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya
manusia aparatur, keuangan, pengelolaan Barang

Milik Negara, dan rumah tangga Pusat.
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Ketentuan Pasal 690 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 690
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
mempunyai  tugas melaksanakan  penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian, kajian
kebijakan dan pengembangan kemitraan di bidang

ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 691 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 690 Pusat Penelitian dan Pengembangan

Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program penelitian, kajian kebijakan dan
pengembangan kemitraan di bidang
ketenagakerjaan;

b. penyiapan pelaksanaan penelitian, kajian
kebijakan dan pengembangan kemitraan di
bidang ketenagakerjaan,;

c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penelitian, kajian kebijakan dan pengembangan
kemitraan di bidang ketenagakerjaan; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga pusat.

Ketentuan Pasal 693 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 693
Bidang Penelitian Pelatihan, Produktivitas dan
Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan
teknis, rencana dan program, pelaksanaan serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang pelatihan,
produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan Pasal 694 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 693, Bidang Penelitian Pelatihan,

Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang pelatihan,
produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang pelatihan,
produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja; dan

c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penelitian dan pengembangan
kemitraan di bidang pelatihan, produktivitas dan
penempatan tenaga kerja dan  perluasan

kesempatan kerja.

Ketentuan Pasal 696 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 696

(1) Subbidang Penelitian Pelatihan dan Produktivitas
Tenaga Kerja, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, pelaksanaan, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian
dan pengembangan kemitraan di bidang pelatihan
dan produktivitas tenaga kerja.

(2) Subbidang Penelitian Penempatan Tenaga Kerja,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, pelaksanaan, serta pemantauan,
evaluasi, dan  pelaporan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang penempatan

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan Pasal 697 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 697
Bidang  Penelitian Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan Kkebijakan
teknis, rencana dan program, pelaksanaan serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan

kesehatan kerja.

Ketentuan Pasal 698 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 697, Bidang Penelitian Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta
pengawasan Kketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan
dan kesehatan kerja; dan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penelitian dan pengembangan
kemitraan di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan

kerja.

181.Ketentuan Pasal 700 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 700
Subbidang Penelitian Hubungan Industrial
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan Kkebijakan teknis, rencana dan
program, pelaksanaan, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan penelitian dan
pengembangan kemitraan di bidang hubungan

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
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(2) Subbidang Penelitian Pengawasan
Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, pelaksanaan serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian
dan pengembangan kemitraan di bidang
pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan

dan kesehatan kerja.

Ketentuan Pasal 701 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 701
Bidang Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan
teknis, rencana dan  program, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, serta pelaporan Kkajian
kebijakan dan pengembangan kemitraan di bidang

ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 702 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 701, Bidang Kajian Kebijakan

Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program kajian kebijakan dan
pengembangan kemitraan di bidang
ketenagakerjaan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kajian kebijakan
dan pengembangan kemitraan di bidang

ketenagakerjaan; dan
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penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, serta
pelaporan kajian kebijakan dan pengembangan

kemitraan di bidang ketenagakerjaan.

184.Ketentuan Pasal 704 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 704

Subbidang Kajian Kebijakan Pelatihan,
Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan
program, pelaksanaan, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan kajian kebijakan dan
pengembangan kemitraan di bidang pelatihan dan
produktivitas, dan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja.

Subbidang Kajian Kebijakan Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan  teknis, rencana dan program,
pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan kajian kebijakan dan pengembangan
kemitraan di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja, dan pengawasan
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan

kerja.

185. Ketentuan Pasal 705 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 705

Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan tata usaha, sumber daya

manusia aparatur, keuangan, pengelolaan barang

milik negara, dan rumah tangga Pusat.
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186. Judul BAB XI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawali

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA

MANUSIA KETENAGAKERJAAN

187. Ketentuan Pasal 711 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 711

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya

Manusia Ketenagakerjaan mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia aparatur ketenagakerjaan.

188. Ketentuan Pasal 712 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 711, Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan  penyusunan  kebijakan  teknis,
rencana, program dan anggaran pendidikan dan
pelatihan;

penyiapan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan;

penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga Pusat.
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Ketentuan Pasal 713 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 713
Pusat Pendidikan dan Pelatthan Sumber Daya
Manusia Ketenagakerjaan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha:
b. Bidang Program, Kerja Sama, dan Evaluasi; dan

c. Bidang Penyelenggaraan.

Ketentuan Pasal 714 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 714
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan administrasi sumber daya manusia aparatur,
organisasi dan tata laksana, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta

pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga
Pusat.

Ketentuan Pasal 715 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 714, Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan pelaksanaan administrasi
sumber daya manusia aparatur, organisasi dan
tata laksana Pusat;

b. penyiapan bahan pelaksanaan tata wusaha,
kearsipan dan urusan rumah tangga Pusat;

c. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan

perpustakaan; dan
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d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengujian
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan
Surat Perintah Pembayaran (SPM), serta
penyiapan bahan laporan sistem akuntansi
keuangan dan sistem informasi manajemen dan

akuntansi barang milik negara di Pusat.

192. Ketentuan Pasal 716 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 716
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Keuangan; dan

b. Subbagian Umum.

193. Ketentuan Pasal 717 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 717

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan administrasi
sumber daya manusia aparatur, penyusunan
organisasi dan tata laksana, dan urusan
keuangan.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi,
perpustakaan, tata usaha, kearsipan,

perlengkapan dan rumah tangga Pusat.

194. Ketentuan Pasal 718 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 718
Bidang Program, Kerja Sama dan Evaluasi mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program
dan anggaran, kerja sama, serta evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

sumber daya manusia ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 719 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 718, Bidang Program, Kerja Sama, dan

Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program
dan anggaran pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, silabus
dan tenaga pengajar, bahan pelatihan, metode
pendidikan dan pelatihan;

c. penyiapan bahan kerja sama pendidikan dan
pelatihan; dan

d. penylapan bahan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Ketentuan Pasal 720 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 720
Bidang Program, Kerja Sama dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan

b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 721 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 721
(1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program, dan anggaran, kerja sama,
kurikulum, silabus dan tenaga pengajar
pendidikan dan pelatihan.
(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pendidikan pelatihan.

Ketentuan Pasal 722 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 722
Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan, fungsional, pemanggilan
peserta, serta teknis dan penjenjangan di bidang

ketenagakerjaan.

Ketentuan huruf ¢ Pasal 723 dihapus, sehingga Pasal

723 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 722, Bidang Penyelenggaraan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan, serta teknis dan
perjenjangan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan fungsional di bidang ketenagakerjaan.

c. dihapus.
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200. Ketentuan Pasal 724 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 724

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

a. Subbidang Kepemimpinan dan Teknis; dan

b. Subbidang Fungsional.

201. Ketentuan ayat (2) Pasal 725 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 725
Subbidang Kepemimpinan dan Teknis
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, serta teknis dan perjenjangan di
bidang ketenagakerjaan.
Subbidang  Fungsional = mempunyai  tugas
melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

ketenagakerjaan.

202.Di antara Pasal 743 dan Pasal 744 disisipkan 1 (satu)

Pasal yakni Pasal 743A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 743A
Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal,
Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Menteri Ketenagakerjaan.
Pejabat struktural eselon II atau Jabatan Tinggi
Pratama, diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Ketenagakerjaan.
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(3) Pejabat struktural eselon III atau Jabatan
Administrator ke bawah, dapat diangkat dan
diberhentikan  oleh  pejabat yang  diberi

pelimpahan tugas oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 750

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

o

c
d.

c.

g.

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Biro Keuangan

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
Biro Hukum

Biro Umum

Biro Kerjasama Luar Negeri

Biro Hubungan Masyarakat

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

a0 o op

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan

Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
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e. Direktorat Bina Pemagangan

f.  Direktorat Bina Produktivitas

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
a. Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja

c. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

d. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

e. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

f.  Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Direktorat Persyaratan Kerja

c. Direktorat Pengupahan

d. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

e. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial

f.  Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
a. Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

a o

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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e. Direktorat Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

f.  Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

b. Inspektorat Jenderal

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
a. Sekretariat Badan

b. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan

c. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Struktur Organisasi Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan
Struktur Pusat di bawah Sekretariat Jenderal

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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1. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN

STAF AHLI :
1. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2. BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL
3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA L
4, BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK II—— SEEKRETARIAT JENDERAL
m I e S g S e T 1
1
1 1 1 PUSAT
mnngzom pax BIRO ORGAN [nslumsuunm DAYA BIRO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER
AN e KEUANGAN wwmusm APARATUR HUKUM DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
[ 1
|
BIRO BIRO BIRO
INSPEKTORAT JENDERAL UMUM KERJA SAMA LUAR NEGERI HUBUNGAN MASYARAKAT
— SEKRETARIAT L
INSPEKTORAT JENDERAL I BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKER.JAAN I
I 1 1 —| SEKRETARIAT BADAN
INSPEKTORAT T I | INSPEKTORAT II | | INSPEKTORAT III ' | INSPEKTORAT IV I 1
PUSAT PUSAT PUSAT
PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN
[ [ [ ]
DIREXTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL e L S
PEMBINAAN PELATIHAN DAN FEMEIRAAN PENEMPATAN PENEAAD BUNTSGAN IEOUST AL KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN DAN DAN KESEHATAN KERJA
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT
— BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN - DIREKTORAT DIREKTORAT DIRRSDORAT
PENGEMBANGAN PASAR KERJA ™ = PENGAWASAN NORMA KERJA DAN
PELATIHAN KERJA PERSYARATAN KERJA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
= BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN — PENEMPATAN TENAGA KERJA - DIREKTORAT = PENGAWASAN NORMA KERJA
TGRS N PENGUPAHAN PEREMPUAN DAN ANAK
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT
BINA IRSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN o PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN - DIREKTORAT - PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN
TRENAGA XERIA LUAR REGERT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT - DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
BINA PEMAGANGAN PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN = KELEMBAGAAN DAN ] BINA PENEGAKAN HUKUM
KESEMPATAN KERJA KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
BINA PRODUKTIVITAS — PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA - PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN — BINA KESELAMATAN DAN
KERJA ASING PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KESEHATAN KERJA
KETERANGAN :

L. ¢  Garis Komando.

2 . *  Marie Pamhinaan Adminietratif
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2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL
l l i I I | |
BIRO BIRO
PERENCANAAN BIRO ORGANISASI ! BIRO BIRO BIRO BIRO
DAN KEUANGAN DAN SUMBER i HUKUM UMUM KERJA SAMA HUBUNGAN
MANAJEMEN DAYA MANUSIA | LUAR NEGERI MASYARAKAT
KINERJA APARATUR :

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN

il KELOMPOK ]
JABATAN
i FUNGSIONAL |

| I
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BIRO
PERENCANAAN DAN
MANAJEMEN KINERJA

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN MANAJEMEN KINERJA
PENGANGGARAN I PENGANGGARAN II PELAPORAN
M ] | I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN 5 EVALUASI DAN . MANAJEMEN
PENGANGGARAN I PENGANGGARAN IV PELAPORAN I KINERJA I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| PERENCANAAN DAN | PERENCANAAN DAN a EVALUASI DAN . MANAJEMEN
PENGANGGARAN II PENGANGGARAN V PELAPORAN II KINERJA II
|  PERENCANAAN DAN |  PERENCANAAN DAN 5 EVALUASI DAN 1 TATA USAHA BIRO
PENGANGGARAN I PENGANGGARAN VI PELAPORAN III
| I
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

I | |
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BIRO KEUANGAN

BAGIAN

BAGIAN
PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN
DAN TATA USAHA ANGGARAN
KEUANGAN
] |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| TATA USAHA KEUANGAN PELAKSANAAN
DAN GANTI RUGI ANGGARAN II
SUBBAGIAN
- SUBBAGIAN PELAKSANAAN
TATA USAHA BIRO ANGGARAN III

BAGIAN BAGIAN
BARANG MILIK AKUNTANSI DAN
NEGARA PELAPORAN
SUBBAGIAN
PERENCANAAN, SUBBAGIAN
B PENGAWASAN DAN B AKUNTANSI DAN
PENGENDALIAN PELAPORAN I
BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
¥ PENGELOLAAN | AKUNTANSI DAN
BARANG MILIK NEGARA PELAPORAN II
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
= PENATAUSAHAAN - AKUNTANSI DAN
BARANG MILIK NEGARA PELAPORAN III

KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL

[

—

|
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BIRO
ORGANISASI DAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

I

BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN MUTASI DAN DISIPLIN
ORGANISASI KETATALAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER SUMBER DAYA MANUSIA
DAYA MANUSIA APARATUR APARATUR
] 1 1 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
B KELEMBAGAAN I | SISTEM DAN PROSEDUR i SRR |  MUTASI SUMBER DAYA
INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR I
MANUSIA APARATUR
- SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
i SUBEACIAN || PELAYANAN PUBLIK DAN | PENGEMBANGAN KARIR | ||  yuUTASI SUMBER DAYA
AEENEATAGN T REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAYA MANUSIA MANUSIA APARATUR 11
APARATUR
SUBBAGIAN
L SUBBAGIAN B SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN | DISIPLIN DAN PENILAIAN
ANALISIS JABATAN TATA USAHA BIRO JABATAN FUNGSIONAL KINERJA SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR

|

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL
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| JABATAN FUNGSIONAL

BIRO UMUM
| ]
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RUMAH TANGGA, PENGADAAN TATA USAHA PIMPINAN
PERSURATAN DAN BARANG /JASA KEMENTERIAN
KEARSIPAN KEMENTERIAN
] ] ]
SUBBAGIAN
g EEEE G 1 PERENCANAAN DAN | SUBBAGIAN
AUlEH Tanean Dad EVALUASI PENGADAAN TATA USAHA MENTERI
KEAMANAN BARANG /JASA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA Ugﬁgiﬂé(gl?gEFARIS
L PERSURATAN DAN - LAYANAN PENGADAAN — JENDERAL, STAF AHLI MENTERI
KEARSIPAN KEMENTERIAN BARANG/JASA DAN STAF KHUSUS MENTERI
] SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO PERLENGKAPAN PROTOKOL
| |
KELOMPOK
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TENAGA KERJA

TENAGA KERJA

BIRO HUKUM
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENELAAHAN HUKUM DAN PERANCANGAN PERANCANGAN PENYULUHAN, INFORMASI
EVALUASI KONVENSI PERATURAN PERUNDANG- PERATURAN PERUNDANG- DAN ADVOKASI HUKUM
INTERNASIONAL UNDANGAN UNDANGAN II
] ] ] 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
[ SUBBAGIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | PELATIHAN DAN ] PEN%%?,%?S:S% AN
PENELAAHAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL PRODUKTIVITAS

KONSULTASI HUKUM

SUBBAGIAN
| EVALUASI KONVENSI
INTERNASIONAL

SUBBAGIAN
PENGAWASAN
& KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN

SUBBAGIAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
| DAN PERLUASAN KESEMPATAN

SUBBAGIAN
B ADVOKASI HUKUM

TATA USAHA BIRO

KETENAGAKERJAAN SERTA
PENGAWASAN INTERN

KERJA
KESFEHATAN KER.TA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
L. H SUBBAGIAN | PERENCANAAN DAN |
e KESEKRETARIATAN PENGEMBANGAN S DA

INFORMASI HUKUM

|

KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL

I
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BIRO

KERJA SAMA LUAR NEGERI

BAGIAN
KERJA SAMA BILATERAL BAGIAN BAGIAN
KERJA SAMA KERJA SAMA
DAN ADMINISTRASI et M i)
KERJA SAMA LUAR NEGERI
| ] I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

KERJA SAMA BILATERAL

KERJA SAMA ASEAN

KERJA SAMA ILO

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ADMINISTRASI KERJA SAMA —{  KERJA SAMA NON ASEAN
LUAR NEGERI
SUBBAGIAN

TATA USAHA BIRO

KERJA SAMA
NON ILO

|

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

I
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BIRO

HUBUNGAN MASYARAKAT

[

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENDAPAT UMUM DAN HUBUNGAN ANTAR PELAYANAN INFORMASI
PEMBERITAAN LEMBAGA PUBLIK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
i | LEMBAGA TINGGI NEGARA, 4 LAYANAN
ANALISIS PENDAPAT UMUM PEMERINTAH DAN INFORMASI DAN
NON PEMERINTAH PENGADUAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PUBLIKASI, DOK TASI
H PEMBERITAAN = TATA USAHA BIRO DAN PEiQPlCJ)S'Il‘JAmN °

—

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

[
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3. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT
BINA STANDARDISASI

KOMPETENSI DAN
PELATIHAN KERJA

DIREKTORAT

BINA KELEMBAGAAN

PELATIHAN

DIREKTORAT

BINA INSTRUKTUR DAN
TENAGA PELATIHAN

DIREKTORAT
BINA PEMAGANGAN

DIREKTORAT
BINA PRODUKTIVITAS

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK

[
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SEKRETARIAT

KELOMPOK
—| JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
MBER DAYA MANUSIA
PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN HUKUM DAN i e
KERJA SAMA LUAR NEGERI APARA A
PELAPORAN ealal
I 1 =1 ]
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN ! SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
B PENYUSUNAN PROGRAM PELAKSANAAN ANGGARAN HUKUM APARATUR DAN
DAN ANGGARAN ity
SUBBAGIAN SUBBAGIAN ——— SUBBAGIAN
H  DATA DAN INFORMASI ¥ PERBENDAHARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI | [] UMUM
SUBBAGIAN Rk
8 SUBBAGIAN | i
EVALUASI DAN PELAPORAN AK;JED&’;%S}’;A%AN PERLENGKAPAN
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DIREKTORAT
BINA STANDARDISASI KOMPETENSI
DAN PELATIHAN KERJA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

l

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
HARMONISASI STANDAR

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PROGRAM
DAN MATERI

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM
DAN METODE PELATIHAN

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN DAN

KOMPETENSI PELATIHAN KERJA KERJA EVALUASI PELATIHAN KERJA
SEKSI SEEl RS PENGE&%?:NGAN
|| PENGEMBANGAN PROGRAM | PENGEMBANGAN SISTEM
PENGEMBANGAN STANDAR PELATIHAN KERJA PELATIHAN KERJA PENYELENGGARAAN
KOMPETENSI PELATIHAN KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
||  HARMONISASI STANDAR | PENGEMBANGAN MATERI || PENGEMBANGAN METODE | L|  EVALUASI PELATIHAN
KOMPETENSI PELATIHAN KERJA PELATIHAN KERJA KERJA

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

I
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DIREKTORAT
BINA KELEMBAGAAAN PELATIHAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PERIZINAN DAN AKREDITASI SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN
STANDAR MUTU LEMBAGA LEMBAGA PELATIHAN KEMITRAAN DAN
PENDANAAN
SEKSI — SEKSI SEKSI
- PENYUSUNAN STANDAR B SRRIZINAN LEMEAGA » PENGEMBANGAN & PENGEMBANGAN
MUTU LEMBAGA SARANA PELATIHAN KEMITRAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
4 PENJAMINAN MUTU || AKREDITASI LEMBAGA 4 PENGEMBANGAN | PENGEMBANGAN
LEMBAGA PRASARANA PELATIHAN PENDANAAN

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

[ I I
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DIREKTORAT
BINA INSTRUKTUR DAN
TENAGA PELATIHAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INSTRUKTUR LEMBAGA INSTRUKTUR LEMBAGA TENAGA PELATIHAN SUBDIREKTORAT
PELATIHAN PEMERINTAH PELATIHAN SWASTA PEMERINTAH TENAGA PELATIHAN SWASTA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| | PENINGKATAN KOMPETENSI | | PENINGKATAN KOMPETENSI | PENINGKATAN o PENINGKATAN
INSTRUKTUR LEMBAGA INSTRUKTUR LEMBAGA KOMPETENSI TENAGA KOMPETENSI TENAGA

PELATIHAN PEMERINTAH

PELATIHAN SWASTA

SEKSI
BIMBINGAN KARIR
INSTRUKTUR LEMBAGA
PELATIHAN PEMERINTAH

SEKSI
BIMBINGAN KARIR
INSTRUKTUR LEMBAGA
PELATIHAN SWASTA

PELATIHAN PEMERINTAH

PELATIHAN SWASTA

SEKSI

| BIMBINGAN KARIR TENAGA

PELATIHAN PEMERINTAH

SEKSI

BIMBINGAN KARIR TENAGA
PELATIHAN SWASTA

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

I
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DIREKTORAT
BINA PRODUKTIVITAS

SUBBAGIAN

TATA USAHA

1

[

1 1

Arsrrs s ras sy s I

O Tnnrnﬁrﬂ'r*tl\n AT |

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT S Sec n atyrsibonR G EANGAN SUMBRE DAVA SUBDIREKTORAT
PROMOSI DAN KERJA SAMA PENGUKURAN DAN ANALISIS
PENERAPAN SISTEM DAN MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN o
PRODUKTIVITAS I =iyl | | LEMBAGA PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS
l [ | [ [
ST l QLAY | SEKSI l Pl nS 2284 |
] SEKSI | SEKSI
SEKSI SEKSI
B PENGEMBANGAN L PENGEMBANGAN K
PENGUKURAN
RPN PR SISTEM DAN METODE SUMBER DAYA MANUSIA PRODUKTIVITAS
L L
— PRODUKTIVITAS PRODUKTIVITAS
SEKSI SEKSI [ ] P [ P [
SEKSI SEKSI o SEKSI SEKSI
KERJA SAMA PENERAPAN SISTEM DAN | PEMBERDAYAAN LEMBAGA | (4 ANALISIS PRODUKTIVITA
PRODUKTIVITAS ' | METODE PRODUKTIVITAS || PRODUKTIVITAS || =

| |

[

N KELOMPOK
— JABATAN FUNGSIONAL
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4. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

l

I

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PASAR KERJA

DIREKTORAT DIREKTORAT
PENEMPATAN PENEMPATAN DAN
TENAGA KERJA PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA

DALAM NEGERI LUAR NEGERI

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

DIREKTORAT
PENGENDALIAN
PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

1 I

- KELOMPOK -
JABATAN FUNGSIONAL

| [




- 120 -

KELOMPOK
—| JABATAN FUNGSIONAL

—

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN HUKUM DAN SUMBER DAYASMANUISHA
PELAPORAN KERJA SAMA LUAR NEGERI APAR{%’;E& DAN
] ] ] l
SUBBAGIAN
W S SUBBAGIAN | SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYUSUNAN PROGRAM PELAKSANAAN ANGGARAN HUKUM APARATUR DAN
DAN ANGGARAN piisplitidpt
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SHREREIRN SUBBAGIAN
H  DATA DAN INFORMASI - PERBENDAHARAAN BT BAA B Necwa | UMUM
g SUBRAGIAN . AKUNTANSI DA
EVALUASI DAN PELAPORAN e



- 121 -

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PASAR KERJA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANALISIS PASAR KERJA INFORMASI PASAR KERJA ANALISIS JABATAN PENYULUHAN DAN
BIMBINGAN JABATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| ANALISIS PASAR KERJA | INFORMASI PASAR KERJA B ANALISIS DAN | PENYULUHAN JABATAN
DALAM NEGERI DALAM NEGERI PENGEMBANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
| ANALISIS PASAR KERJA L] INFORMASI PASAR KERJA | ANALISIS DAN INFORMASI - BIMBINGAN JABATAN
LUAR NEGERI LUAR NEGERI JABATAN

T

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

|
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DIREKTORAT
PENEMPATAN TENAGA KERJA
DALAM NEGERI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
PENEMPATAN BURSA KERJA PEMBERDAYAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA PENGANTAR KERJA TENAGA KERJA KHUSUS
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| KELEMBAGAAN | | I PENEMPATAN TENAGA
PENEMPATAN BURSA KERJA PEMERINTAH PEQgSSAEE,’I%P&%‘;‘N KERJA KHUSUS DISABILITAS
TENAGA KERJA DAN LANJUT USIA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
PENEMPATAN TENAG PENEMPATAN T
- 4 — BURSA KERJA SWASTA DAN = KERJA SAMA Tra
KERJA ANTAR KERJA e ANTAR LEMBAGA KERJA KHUSUS
LOKAL DAN DAERAH Us MUDA DAN WANITA

KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL
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DIREKTORAT
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA LUAR NEGERI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KELEMBAGAAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

PENEMPATAN PERLINDUNGAN KERJA SAMA ANTAR
TENAGA KERJA TENAGA KERJA LUAR NEGERI TENAGA KERJA INDONESIA LEMBAGA
LUAR NEGERI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| | ANALISIS DAN PERIZINAN L chemosrIENAEREERIA ] PERLINDUNGAN TKI | KERJA SAMA LEMBAGA
KELEMBAGAAN TENAGA e PRA DAN PURNA LUAR NEGERI
KERJA LUAR NEGERI PENEMPATAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
EVALUASI KINERJA PENYIAPAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | KERJA SAMA LEMBAGA
| KELEMBAGAAN TENAGA T TENAGA KERJA LUAR ] MASA PENEMPATAN DALAM NEGERI
KERJA LUAR NEGERI NEGERI

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL




- 194 -

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BT MBI G AN BAR SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN TERAPAN Frnas dioaui PEMBERDAYAAN TENAGA
PADAT KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA ARTAR | BABAGA KERJA MANDIRI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
i PADAT KARYA B SEKTOR PERTANIAN DAN B TENAGA KERJA M DI
e R FERIAN PENDAMPINGAN GA KERJA MANDIRI
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI PENGUATAN
' PADAT KARYA PRODUKTIF ~ SEKTOR JASA DAN = AN%%JSEFQ‘?&AG " KAPASITAS KELEMBAGAAN
INDUSTRI KREATIF TENAGA KERJA MANDIRI

i

I

KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL

I
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DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

SUBBAGIAN

TATA USAHA

I

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PERIZINAN
TENAGA KERJA ASING
SEKTOR INDUSTRI

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PERIZINAN

TENAGA KERJA ASING
SEKTOR .TARA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PERIZINAN
TENAGA KERJA ASING SEKTOR
PERTANIAN DAN MARITIM

SUBDIREKTORAT
ANALISIS PERIZINAN TENAGA KERJA
ASING KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

]

]

SEKSI
RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
SEKTOR INDUSTRI

I

SEKSI

- RENCANA PENGGUNAAN

TENAGA KERJA ASING
SEKTOR .JASA

SEKSI
= IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING
SEKTOR INDIISTRI

SEKSI

- IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING
SEKTOR .TASA

|

]

SEKSI
RENCANA PENGGUNAAN
| TENAGA KERJA ASING SEKTOR
PERTANIAN DAN MARITIM

SEKSI
| KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SEKSI
IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING SEKTOR
PERTANIAN DAN MARITIM

SEKSI

KAWASAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

|

KELOMPOK
—| JABATAN FUNGSIONAL

1

I
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5. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
[ | | | |
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT AN
DIREKTORAT DIREKTORAT PENCEGAHAN D
PERSYARATAN KERJA PENGUPAHAN JAMINAN SOSIAL KELEQAISQGQ?& ADAN PENYELESAIAN
BESSERR RN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

l l

| KELOMPOK -
JABATAN FUNGSIONAL

| I
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KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KERJA SAMA LUAR NEGERI APARATUR DAN
PELAPORAN UMUM
] 1 N ]
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
1] PENYUSUNAN PROGRAM PELAKSANAAN ANGGARAN ] HUKUM APARATUR DAN
DAN ANGGARAN mimipeieerig
SUBBAGIAN SUBBAGIAN P— SUBBAGIAN
H  DATA DAN INFORMASI § PERBENDAHARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI | | UMUM
- SUBBAGIAN . AKSUIf\I]?I‘BA?\IgiAgAN
EVALUASI DAN PELAPORAN eublpymbiuines
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DIREKTORAT PERSYARATAN KERJA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

PERATURAN PERUSAHAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
DAN PERJANJIAN KERJA HUBUNGAN KERJA KESETARAAN SYARAT KERJA FASILITASI
KESEJAHTERAAN PEKERJA
BERSAMA
SEKSI
SEKSI SEKSI
| SEKSI a L} PENCEGAHAN -
PERATURAN PERUSAHAAN FASILITASI PERJANJIAN DISKRIMNAS] EVALUASI KESEJAHTERAAN
KERJA PEKERJA
SYARAT KERJA
SEKSI
SEKSI SEKSI
4 SEKSI i A R i PENGEMBANGAN 1 PENGEMBANGAN
PERJANJIAN KERJA PERJANJIAN KERJA SYARAT KERJA KESEJAHTERAAN PEKERJA
BERSAMA TANPA DISKRIMINASI

I

KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL

|

|
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—| JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT PENGUPAHAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN
FASILITASI PENGUPAHAN PENGUPAHAN
SEKSI SEKSI
1 STANDARDISASI - PENGEMBANGAN SISTEM
PENGUPAHAN PENGUPAHAN
SEKSI SEKSI
—1 FASILITASI PENGUPAHAN = ANALISIS PENGUPAHAN
| |
KELOMPOK

[ | |
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JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DIREKTORAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN JAMINAN
SOSIAL DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA

|

SEKSI
L PROGRAM, IURAN DAN
MANFAAT JAMINAN SOSIAL

SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA

SUBDIREKTORAT
KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL

]

SEKSI
KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL DALAM DAN LUAR
HUBUNGAN KERJA

SEKSI
ANALISIS DAN EVALUASI
| KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL

I ]

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

| |

I
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DIREKTORAT

KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA

HUBUNGAN INDUSTRIAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA

-

SUBDIREKTORAT
PEMBERDAYAAN ORGANISASI

SUBDIREKTORAT
KELEMBAGAAN HUBUNGAN

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA DAN
PEMASYARAKATAN

INDUSTRIAL
PEKERJA DAN PENGUSAHA NG AN TND L STRiAT,
—— SEKSI SEKSI
|  LEMBAGA KERJA SAMA ||  KERJA SAMA HUBUNGAN
ORGANISASI PEKERJA ppE NDUSTRIAT.
R SEKSI SEKSI
4 ||  LEMBAGA KERJA SAMA | PEMASYARAKATAN
ORGANISASI PENGUSAHA TRIPARTIT HUBUNGAN INDUSTRIAL

|

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL

[

I |
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DIREKTORAT

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SUBBAGIAN
TATA USAHA

—

SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

SUBDIREKTORAT
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

SUBDIREKTORAT
TENAGA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

R

]

]

SEKSI SEKSI
it SEKSI | | PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN TENAGA
DETEKSI DINI PENYELESAIAN SECARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BIPARTIT HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKSI SEKSI SEKSI
N PENANGANAN MOGOK KERJA | PEMBERDAYAAN | | JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENUTUPAN PENYELESAIAN SECARA MEDIATOR
PERUSAHAAN MEDIASI

—| JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
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6. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

1

[ |
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN PENGAWASAN NORMA BINA PENEGAKAN HUKUM | | BINA KESELAMATAN DAN
NORMA KERJA KESELAMATAN DAN KETENAGAKERJAAN KESEHATAN KERJA

KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA

PEREMPUAN DAN ANAK

KESEHATAN KERJA

I

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

I I
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KELOMPOK
— | JABATAN FUNGSIONAL

|

|

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN HUKUM DAN SUMBERDATA MANUSIS
PELAPORAN KERJA SAMA LUAR NEGERI APARUA];dFUE DAN
U
| - ] il
SUBBAGIAN
[ SUBBAG}I,MCI) oram | L SUBBAGIAN | SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENYUSUNAN PROGRA PELAKSANAAN ANGGARAN HUKUM APARATUR DAN
DAN ANGGARAN ohE ki
SUBBAGIAN SUBBAGIAN o T, SUBBAGIAN
—  DATA DAN INFORMASI = PERBENDAHARAAN N T e | H OMUM
- SUBRATN - LI E AN DAR
EVALUASI DAN PELAPORAN el
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DIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | 1B ]
PEiIéB?\}RE;(;‘%ROARTL‘.{A SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
AWAS PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN NORMA
et b aics HUBUNGAN KERJA DAN WAKTU KERJA, WAKTU
PENEMPATAN TENAGA T DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
frina PERLINDUNGAN BERSERIKAT ISTIRAHAT DA KERJA
PENGUPAHAN
E— — | I
SEKSI
RMA SEKSI SEKSI SEKSI
- PEL:’EI?&;‘E&S;HA;IET\%MPATAN - PENGAWASAN NORMA H PENGAWASAN NORMA WAKTU B e bl
TENAGA KERJA HUBUNGAN KERJA KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT KOMPENSASI JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
DALAM NEGERI
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWASAN NORMA 1 PENGAWASAN NORMA 1 SEKSI 1 PENGAWASAN NORMA
PELATIHAN DAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN BERSERIKAT PENGAWASAN NORMA KEPESERTAAN DAN KERJA
TENAGA KERJA LUAR NEGERI PENGUPAHAN SAMA ANTAR LEMBAGA BADAN
PENJAMIN JAMINAN SOSIAL

| |

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

I | |
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DIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA KERJA
PEREMPUAN DAN ANAK

SUBBAGIAN

TATA USAHA

[

SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA PEREMPUAN

SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI
TENAGA KERJA PEREMPUAN

— 1

A

SEKSI
PENGAWASAN NORMA
PERLINDUNGAN FUNGSI
REPRODUKSI

SEKSI
PENGAWASAN NORMA
— PENGHAPUSAN DISKRIMINASI
PENGUPAHAN, JAMINAN SOSIAL
DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

SEKSI
PENGAWASAN NORMA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
YANG BEKERJA PADA
MALAM HARI

SEKSI

L PENGAWASAN NORMA
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI
DALAM PEKERJAAN DAN
JABATAN

SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA
PERLINDUNGAN PEKERJA
ANAK

SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA
BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK

—| NORMA KERJA ANAK DALAM
PEKERJAAN RINGAN DAN
PELATIHAN KERJA

UNTUK ANAK
P S
SEKSI SEKSI
PENGAWASAN PENGAWASAN NORMA

| BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK DI
DALAM HUBUNGAN KERJA

SEKSI

PENGAWASAN NORMA KERJA
ANAK DALAM PEKERJAAN
MENGEMBANGKAN BAKAT

MINAT

SEKSI

PENGAWASAN NORMA
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK DI
LUAR HUBUNGAN KERJA

I

KELOMPOK
| JABATAN FUNGSIONAL
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DIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

MEKANIK, PESAWAT UAP
DAN BEJANA TEKANAN

LISTRIK DAN PENANGGULANGAN

KONSTRUKSI, BANGUNAN,

PENGAWASAN NORMA
KESEHATAN KERJA

PENGAWASAN NORMA
ERGONOMI, LINGKUNGAN

SUBBAGIAN
] TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN NORMA

PENGAWASAN NORMA
KELEMBAGAAN, KEAHLIAN DAN

KERJA, DAN BAHAN KESEES/{TE/{ILW ggﬁdl?gs%imm
KEBAKARAN BERBAHAYA ey
o — —— — e e
SEKSI i SEKSI SEKSI SEKSI
| .S | RN I SR PENGAWASAN NORMA ] PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN NORMA
it KONSTRINCS! DAN BANGUNAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ERGONOMI DAN KELEMBAGAAN DAN KEAHLIAN
TENAGA KERJA LINGKUNGAN KERJA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
i PENGAWASAN NORMA — PENGAWASAN NORMA LISTRIK = PENGAWASAN NORMA PENGAWASAN NORMA BAHAN PENGAWASAN NORMA SISTEM
l;EEsJﬁ\‘gﬁTTléﬁiI?:l\? DAN PEEQK%&?NGAN PENG%T{?BA;%AI?EI;E?Y AKIT BERBAHAYA MANAJEMEN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

I |
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DIREKTORAT
BINA PENEGAKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
[ | | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUEDIREKTORAL
PEMERIKSAAN NORMA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TENAGA PENGAWAS LEMBAGA DAN SARANA
KETENAGAKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN DAN
KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN
TATA LAKSANA KETENAGAKERJAAN KESELAMATAN DAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA KESEHATAN KERJA

E—— | T E—————

JABATAN FUNGSIONAL | ] LEMBAGA PENGAWASAN | PEMERIKSAAN NORMA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
] PENGAWAS KETENAGAKERJAAN NORMA KETENAGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN KETENAGEREERINAN
e SARANA D?\EI:'JKIF?IIQASARANA el .
| o L] PEMERIKSAAN NORMA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TATAK?}é%ﬁ%tiiﬁﬁlf SAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN NORMA KESELAMATAN DAN
KETENAGAKERJAAN KESEHATAN KERJA KESEHATAN KERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

I
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DIREKTORAT
BINA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
SARANA DAN FASILITAS
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SUBDIREKTORAT
PENGKAJIAN DAN
STANDARDISASI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

|

]

]

SEKSI
-{ SARANA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI
= PENGKAJIAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

SEKSI
KOMPETENSI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

|

SEKSI
L{ FASILITAS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI

| | STANDARDISASI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

SEKSI
EVALUASI KOMPETENSI

=l KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

KELOMPOK
~— | JABATAN FUNGSIONAL

|

[




- 140 -

7. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT 1

INSPEKTORAT 11

INSPEKTORAT Il

INSPEKTORAT 1V

I

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK .

—
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SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI DAN | | ANALISIS LAPORAN HASIL | || PENGAWASAN MASYARAKAT UMUM
PELAPORAN PENGAWASAN PENGAWASAN
] 1 1 1
SUBBAGIAN
| PENYUSS%IIB\I%?\IGFI’;?)GRAM SUBBAGIAN i SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN MASYARAKAT APARATUR DAN KEUANGAN
DAN ANGGARAN PENGAWASAN I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
< EVALUASI DAN PELAPORAN — ANALISIS LAPORAN HASIL L TINDAK LANJUT HASIL - TATA USAHA DAN
PENGAWASAN II PENGAWASAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK
—| JABATAN FUNGSIONAL
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INSPEKTORAT JENDERAL
|
I I I |
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

L |

| |

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR AHLI

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR AHLI

JABATAN FUNGSIONAL | |

AUDITOR AHLI

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR AHLI

| | |

| | |

| | |

| |

| |

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR TERAMPIL

|

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR TERAMPIL

==

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR TERAMPIL

JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR TERAMPIL

] | |
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8. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

BADAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIAT
BADAN
| | |
PUSAT PUSAT PUSAT
PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI SHNELEEIAN
KETENAGAKERJAAN TN ACAKERIAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
] [
. KELOMPOK a

JABATAN FUNGSIONAL

| |
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JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
BADAN
I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PELAPORAN APARATUR DAN UMUM
] ] ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM H PELAKSANAAN | SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ANGGARAN ANGGARAN APARATUR DAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORAN - PERBENDAHARAAN | HUKUM DAN
KERJA SAMA
SUBBAGIAN
- AKUNTANSI DAN L SUBBAGIAN
PELAPORAN UMUM
[ |
KELOMPOK

|
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PUSAT

PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
BIDANG BIDANG
EV Ai%ﬁgyggﬁgh[?ﬁ NAN PERENCANAAN PERENCANAAN
KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN MAKRO KETENAGAKERJAAN MIKRO
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
|| PENGUKURAN PERENCANAAN | | PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN SEKTORAL PERUSAHAAN NEGARA
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
PERENCANAAN PERENCANAAN
| EVALUASI PEMBANGUNAN L
KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN
DAERAH PERUSAHAAN SWASTA

|

KELOMPOK
—| JABATAN FUNGSIONAL

|
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PUSAT
DATA DAN INFORMASI
KETENAGAKERJAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG

DATA DAN INFORMASI
PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

DATA DAN INFORMASI
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN;

PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DAN SUMBER

DAYA INFORMATIKA

SUBBIDANG
DATA DAN INFORMASI SUBBIDANG SUBBIDANG
i PELATIHAN DAN B DATA DAN INFORMASI H  PENGEMBANGAN SISTEM
PRODUKTIVITAS TENAGA HUBUNGAN INDUSTRIAL INFORMASI
KER.TA
||  DATA DAN INFORMASI ||  DATA DAN INFORMASI ' | PENGEMBANGAN SUMBER
PENEMPATAN TENAGA PENGAWASAN DAYA INFORMATIKA
KERJA KETENAGAKERJAAN

SUBBIDANG
PENYAJIAN INFORMASI
KETENAGAKERJAAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

|
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JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG
PENELITIAN PELATIHAN, PENELITIAN HUBUNGAN KAJIAN KEBLIARAN
PRODUKTIVITAS DAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAG AKERJ‘ ‘IAA:“ N
PENEMPATAN TENAGA KERJA KETENAGAKERJAAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
| PENELITIAN PELATIHAN ] PENELITIAN HUBUNGAN KAJIAN KEBIJAKAN
TENAGA KERJA INDUSTRIAL DAN PENEMPATAN TENAGA
KRER.TA
FUBEIDANG et KAJIAN KE?I;JSEII&;N}?UBUNGAN
o | PENELITIAN PENGAWASAN |
PENE#E;&%K?};E};I}J«;’ATAN KETENAGAKERJAAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
[ ]
N KELOMPOK

I 1
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9. STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI

MENTERI

KETENAGAKERJAAN

I

l

|

STAF AHLI
BIDANG EKONOMI DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

STAF AHLI
BIDANG KERJA SAMA
INTERNASIONAL

STAF AHLI
BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA

STAF AHLI
BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK
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10. STRUKTUR PUSAT DI BAWAH SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN

[ |

KELOMPOK ]
JABATAN
— FUNGSIONAL —

| I
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT

SUBBAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM

KETENAGAKERJAAN
BAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
BIDANG
PROGRAM, KERJA SAMA
J ENGGARAAN
DAN EVALUASI Gl
| ]
SUBBIDANG SUBBIDANG
| PROGRAM DAN KERJA SAMA |  KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
— EVALUASI DAN PELAPORAN — FUNGSIONAL

| |

KELOMPOK =
JABATAN -
FUNGSIONAL

[ |




